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RINGKASAN

Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. (Studi Deskriptif Di Desa
Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulunggung) ; Imroatus Solekah,
090910301023; 2014: 90 Halaman; Jurusan lImu Kesejahteraan Sosial Fakultas IImu
Sosial dan lImu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang peran dari BKM
Mulyo Lestari yang ada di Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten
Tulungagung.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan
teknik Purposive Sampling. Subjek penelitian ini adalah beberapa anggota BKM
Mulyo Lestari yang telah lama bergelut sebagai BKM sebagai informan pokok,
dengan informan tambahan kepala desa, fasilitator desa jatimulyo dan masyarakat
yang diwakili oleh anggota KSM. Dalam teknik pengambilan data menggunakan
observasi partisipasi pasif dan observasi tersamar, wawancara semi terstruktur, dan
dokumentasi. Analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian
data, dan pengambilan keputusan. Teknik keabsahan data menggunakan teknik
triangulasi dengan sumber.

Berdasarkan temuan yang didapat di lapangan, disimpulkan bahwa peran
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Dalam Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (Studi Deskriptif Di Desa Jatimulyo,
Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung) yaitu:

1. Mengorganisasikan masyarakat secara partisipatif: mengorganisasikan
masyarakat dalam perencanaan partisipatif, melakukan peran koordinator dan
fasilitator grup.

2. Dewan pengambilan keputusan: pengambil kebijakan, melakukan peran
fasilitator dan perencana sosial),

3. Mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai, melakukan peran fasilitator

4. Menumbuhkan Berbagai Kegiatan Pemberdayaan seperti: ekonomi.
melakukan peran reseacher, enebler dan broker, lingkungan melakukan
peran fasilitator dan sosial melakukan peran fasilitator dan broker.

5. Mengembangkan jaringan, melakukan peran broker.

6. Mengawasi proses pelaksanaan BLM, melakukan peran pengawas/broker-

quality control.

Kata kunci: peran, BKM mulyo lestari

viii
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BAB | PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampai saat ini Indonesia adalah bagian dari developing country atau negara
sedang berkembang di kawasan asia. Negara berkembang sendiri adalah sebutan
untuk negara-negara didunia yang belum memenuhi kriteria sebagai negara maju.
Negara-negara berkembang memiliki masalah yang hampir sama yaitu masalah
tingkat kehidupan yang rendah. Hal ini juga diamini oleh Todaro dan Smith yang
menjelaskan dalam salah satu karakteristik negara berkembang, mereka berpendapat
bahwa negara berkembang berhubungan erat dengan tingkat kehidupan yang rendah
(Muller 2006:13). Standar hidup yang rendah ini akan menyeret pada kemiskinan,
karena jika ha ini terjadi sudah pasti mereka yang berada diposisi ini akan
mengalami  beberapa hal seperti kekurangan finansia untuk mendukung
kehidupannya. Merphin (2000:7) menjelaskan bahwa standar kehidupan yang rendah
ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, pendidikan dan
rasa harga diri dari mereka yang tergolong miskin. Kemiskinan memang ha yang
lumrah terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Menurut Prayitno dan Arsyad
(1987:36) ada 5 ciri-ciri kemiskinan, meliputi: mereka tidak memiliki faktor produksi
sendiri seperti lahan yang cukup, mereka tidak memiliki kemampuan untuk
mendapatkan aset produksi dengan kekuatan sendiri, tingkat pendidikan rendah,
banyak dari mereka tidak memiliki tanah, kalaupun ada tanah yang mereka miliki
sangat kecil. Dari kriteria kemiskinan diatas maka kebutuhan seseorang untuk dapat
menjalani hidup harus didukung dengan kepemilikan sandang, pangan, papan dan
pendidikan. Secara umum kemiskinan di Indonesia memang di dominasi pedesaan,
namun angka kemiskinan di perkotaan tidak dapat diremehkan. Indonesia-
Investments dalam laporannya menyebutkan bahwa sgak pertengahan 1990-an
jumlah absolut penduduk pedesaan di Indonesia mulai menurun dan saat ini lebih dari

setengah total penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan (20 tahun yang lalu
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sekitar sepertiga populasi Indonesia tingga di kota). (Diakses pada tanggal 9 oktober
2014 http://www.indonesi ai nvestments.com/id/keuangan/angka-ekonomimakro/
kemiskinan/item301).

Beban seseorang yang hidup dengan kemiskinan diperkotaan menghadapi

masalah yang lebih sulit dibandingkan jika dipedesaan. Sebagai gambarannya adalah
seseorang yang miskin dipedesaan tetap bisa mengenyangkan perut dan menjaani
hidup dengan memanfaatkan alam disekitarnya hal ini dipermudah dengan kebutuhan
hidup dipedesaan yang tak setinggi di kota, hal lain jikaterjadi dikota, seseorang yang
miskin membutuhkan uang untuk sekedar mengenyangkan perut. Menurut World
Bank (2003:30) menjelaskan Kemiskinan diperkotaan ditandai oleh tingginya
pengangguran yang diikuti dengan peningkatan tekanan sosial terhadap
masyarakat kota, yang selanjutnya mengakibatkan tingginya kerentanan terhadap
kemiskinan. Akibat kemiskinan, di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat
perkotaan, memiliki hak terbatas terhadap tanah, rumah, infrastrutur dan pelayanan
dasar, kesempatan kerja dan mendapatkan pinjaman, pemberdayaan dan partisipas,
rasa aman dan keadilan. Dari penjelasan world bank tersebut maka orang miskin
diperkotaan harus mejalani hidupnya dalam kondisi serba terbatas. Respon atas
kgjadian ini adalah dengan penanggulangan kemiskinan diperkotaan, sehingga
pemerintah meluncurkan program khusus yaitu Program Nasiona Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP).

PNPM MP vyang diadops dari Program Penanggulangan Kemiskinan
Perkotaan atau P2KP diadakan dengan tujuan untuk membangun kemandirian
masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara
berkelanjutan. PNPM MP dirancang untuk  mempercepat  penanggulangan
kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang memberdayakan masyarakat
miskin diperkotaan dan masyarakat secara umum melalui pinjaman modal,
pembinaan kelompok masyarakat, dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam
proses perencanaan, pelaksanaan sampa evaluasi program yang ada. Pelaksanaan

program PNPM MP memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur, pengelolaan
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dana bergulir bagi masyarakat, pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di
wilayah operass PNPM MP. Seperti yang tertulis pada buku pedoman pelaksanaan
PNPM MP tahun 2012, bahwa program ini berorientas pada pemberdayaan
masyarakat dengan stimulan berupa kegiatan intervensi yang mengarah ke perubahan
perilaku. Pada tahap berikutnya berorientasi untuk membangun transformasi menuju
masyarakat mandiri yang dilakukan melalui sgjumlah intervensi pembelgaran
kemitraan dan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli setempat
dengan berbagai pihak (channelling program) untuk mengakses berbagai peluang dan
sumber daya yang dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya pada tahap akhir dari
transformasi kondisi sosial menuju masyarakat madani, PNPM MP melakukan
intervens di lokasi padat, kumuh dan termiskin dengan melakukan kegiatan khusus.
(Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, 2012:6)

Suksesnya suatu program membutuhkan peran para pelaku atau pelaksananya
agar program tetap berjalan sebagaimana mestinya. Keberhasilan berbaga kegiatan
PNPM Mandiri sebagian besar akan ditentukan oleh individu-individu dari pelaksana,
pemanfaat, maupun pelaku-pelaku PNPM lainnya. (Departemen Pekerjaan Umum,
2008). Dalam prakteknya untuk mewujudkan tujuan PNPM MP, disusunlah
organisas yang disesualkan dengan tingkatan pelaksana PNPM MP ditataran
masyarakat untuk memudahkan alur koordinasi dan pelaksanaan program tersebut.
Organisasi ini secara struktur berada di bawah Pokja pengendalian PNPM Mandiri
Nasional. Kementerian Pekerjaan Umum sebagai lembaga penyelenggara (executing
agency) lewat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan PNPM MP. Kemudian
Direktorat Jenderal Cipta Karya membentuk PMU (Project Manageent Unit) sebagai
pihak yang melaksanakan PNPM MP. Daam pelaksanaan dilapangan, PMU
mengontrak konsultan mangemen pusat (KMP) untuk memenegjemen proyek secara
menyeluruh dan menyelenggarakan mengemen konsultan (OC/KMW) yang juga
akan ditugaskan ditiap wilayah kerja. Selanjutnya, ditiap wilayah kerja PNPM MP
akan ditangani oleh satu konsultan mangemen wilayah. Sedangkan untuk

kabupaten/kota akan dipimpin oleh seorang Korkot yang dibantu oleh beberapa ahli
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dalam bekerja. Untuk tingkat kelurahan/desa akan dibantu oleh tim fasilitator yang
bertanggung jawab secara langsung kepada korkot. Pelaksana tingkat kelurahan/desa
sendiri pelaksana utama kegiatan PNPM MP adalah Pemdes, relawan masyarakat,
BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dan KSM (Kelompok Swadaya
Masyarakat). Dalam prakteknya antara pemdes, relawan dan BKM meskipun sama-
sama dikatakan sebagai pelaksana program namun mereka memilki fungsi yang
berbeda-beda. Letak perbedaan ketiganya adalah pemdes berperan sebagai penjamin
kelancaran pelaksanaan PNPM Mandiri di wilayahnya, seperti yang di ungkapkan
dalam jurnal Nasution Vol 1, No 1 (2013) yang berjudul “Peran Kepala Desa Dalam
Meningkatkan Pembangunan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri (PNPM Mandiri) Di Desa Sei Apung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai,
Kabupaten Asahan”. Sementara relawan berperan membantu pengelolaan
pembangunan dan BKM berperan sebagai executive agency dan menjalankan fungsi
managerial dari organisasi bentukan PNPM MP ditingkat desa’kelurahan.

BKM adalah salah satu pelaksana program PNPM MP. Keberadaan BKM
bukan muncul begitu saja, BKM adalah respon dari kebutuhan masyarakat akan suatu
wadah yang dapat menyalurkan aspirasinya dalam PNPM MP. Dalam hal ini BKM
hadir berbentuk organisasi warga yang bersifat pimpinan kolektif. PNPM MP sendiri
mewagjibkan dalam salah satu tahapan siklusnya untuk melakukan pembentukan
organisas ini sebagai hasil dari dilaksanakannya pengorganisasian masyarakat.
Pengorganisasian masyarakat ini bukanlah sebagai tempat berorganisasi masyarakat
setempat tetapi lebih ke wadah pemersatu warga wilayah tersebut secara bersama-
sama bersatu menanggulangi kemiskinan diwilayahnya. Mengena pengorganisasian
masyarakat (community organization) dalam IImu Kesgjahteraan Sosia juga dikenal
sebagali pengembangan masyarakat. Brokensha dan Hodge dalam Adi (2008:204),
pengembangan masyarakat adalah suatu gerakan yang dirancang guna meningkatkan
taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari
masyarakat. Ife (1995) dalam Community Development; Creating Community
Alternatives, Vision, Analysis & Practice; menjelaskan pengembangan masyarakat
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(Community Development), lebih ditekankan pada upaya pemenuhan kebutuhan oleh
masyarakat sendiri (community-base service) dengan ide utama keberlanjutan dalam
penyelenggaraan kebutuhan hidup manusia karena dikembangkannya keswadayaan
(self-reliance) masyarakat. Sedangkan Glen dalam Adi (2003:224) menggambarkan
bahwa ada tiga unsur khas yang mendasari pengorganisasian masyarakat yaitu:
a Tujuan dari pendekatan ini adaah memampukan masyarakat untuk
mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan mereka.
b. Proses pelaksanaannya melibatkan kreativitas dan kerjasama masyarakat
ataupun kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut.
c. Praktisi yang menggunakan model intervensi ini (Iebih banyak) menggunakan
pendekatan pengembangan masyarakat yang bersifat non-direktif.
Penjelasan di atas memberikan pengertian bahwa sebagai sebuah organisasi warga,
peran BKM yang ingin di dapatkan bukan berkahir dengan hanya menjaankan
program-program secara administratif dan organitatif sebagai formalitas belaka lebih
dari itu sebagal pelaksana program BKM juga harus berperan untuk memampukan
masyarakat dalam mendeteksi kebutuhannya secara tepat, menyatukan warga,
menumbuhkan partisipasi aktif dan inisiatif warga sebagai proses dari pemberdayaan.
Dalan Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan (2012:81) disebutkan
beberapa peran BKM sebagai berikut :

a Mengorganisasikan warga secara partisipatif untuk merumuskan
rencana jangka menengah (3 tahun) penanggulangan kemiskinan
(PIM Pronangkis) dan digjukan ke PJOK untuk mencairkan danaBLM;

b. Sebaga dewan pengambilan keputusan untuk hal-hal yang menyangkut
pelaksanaan PNPM MP pada khususnya dan penanggulangan kemiskinan
pada umumnyadi tingkat komunitas,

c. Mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai luhur (jujur, adil, transparan,
demokratis, dsb) dalam setiap keputusan yang diambil dan kegiatan
pembangunan yg dilaksanakan;

d. Menumbuhkan berbaga kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin agar
mampu meningkatkan kesejahteraan mereka;

e. Mengembangkan jaringgn BKM/LKM di tingkat kecamatan,
kota/lkabupaten sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dan wahana
untuk menyuarakan aspirasi masyarakat warga yang diwakilinya;
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f. Menetapkan kebijakan dan mengawasi proses pemanfaatan dana
bantuan langsung masyarakat (BLM), yang sehari-hari dikelola oleh

UPK.
BKM bertanggung jawab untuk menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat

dadam hal proses pengambilan keputusan yang kondusif untuk keperluan
pengembangan keswadayaan masyarakat secara khusus pada penanggulangan
kemiskinan dan pembangunan masyarakat secara umum. Dalam tesisnya, Erwin
Permana 2010 : viii) menyebutkan bahwa program PNPM Mandiri menyiapkan
landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang
representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosia (sosial
capital) masyarakat di masa mendatang yang disebut dengan Lembaga K eswadayaan
Masyarakat (LKM).

Di Jawa Timur, Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman, Kabupaten
Tulungagung termasuk daerah yang melaksanakan dan mendukung program PNPM
MP. Desa Jatimulyo menjadi penerima program PNPM MP karena memiliki KK
miskin < 10%. Hal ini di perjelas dengan keterangan H selaku korkot PNPM MP
Tulungagung saat peneliti melakukan observasi pada bulan Agustus 2013 sebagai
berikut:

Informan H

“Benar di Tulungagung telah dilaksanakan PNPM MP kegiatannya sudah
berjalan dari sekitar tahun 2008 untuk PNPM MP yang dulunya adalah P2KP.
Untuk Kecamatan Kauman seperti yang ada di surat keputusan, kita ada di
Jatimulyo, Boloregjo, Banaran dan hampir semua wilayah Kecamatan Kauman
itu kita ada PNPM MP”

Desa Jatimulyo merupakan wilayah paling utara di Kecamatan Kauman berbatasan

langsung dengan wilayah Kecamatan Karangrejo. Desa Jatimulyo termasuk wilayah
strategis karena letaknya yang berada di percaturan transportasi yang menghungkan
dua kecamatan yaitu Kecamatan Kauman dan Karangrejo. Namun karena tingkat
kesadaran pendidikan yang masih rendah dan kurang memadainya fasilitas umum
maka berefek pada jumlah penduduk miskin. Untuk mengatasi kemiskinan, BKM

Mulyo Lestari memiliki program-program yang disesuaikan dengan prinsip
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pembangunan berkelanjutan ala PNPM MP yang dikenal dengan Tridaya. Tridaya
sendiri terdiri dari tiga kemampuan yaitu kemampuan ekonomi, sosiad dan
lingkungan. Prinsip-prinsip universal pembangunan berkelanjutan tersebut pada
hakekatnya merupakan  pemberdayaan  segati  yang  terintegrasi, yaitu
pemberdayaan manusia seutuhnya agar mampu membangkitkan ketiga daya yang
telah dimiliki manusia secara integratif, yaitu daya pembangunan agar tercipta
masyarakat yang peduli dengan pembangunan perumahan dan permukiman yang
berorietasi pada kelestarian lingkungan, daya sosial agar tercipta masyarakat efektif
secara sosial, dan daya ekonomi agar tercipta masyarakat produktif secara ekonomi.
(Pedoman Teknis Pelaksanaan Tridaya, tanpa tahun). PNPM MP Jatimulyo secara
penuh mengadops dari PNPM Mandiri. Kegiatan Tridaya di Jatimulyo sudah di
selenggarakan oleh BKM sgjak P2KP dan masih berlanjut dengan program yang
sama saat menjadi PNPM MP. Perlu diketahui bahwa PNPM MP Desa Jatimulyo
adalah lanjutan dari P2KP yang berubah menjadi PNPM MP secara penuh pada tahun
2008. Kegiatan Tridaya yang ada di Desa Jatimulyo secara umum berjalan dengan
lancar, adapun kegiatan Tridaya di desa ini periode tahun 2013 seperti ekonomi
bergulir untuk daya ekonomi. Dengan adanya kegiatan ekonomi bergulir, masyarakat
khususnya masyarakat miskin dapat menerima pinjaman modal usaha melalui KSM.
Pada tahun 2013, dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) yang telah
diredlisasikan sebanyak Rp. 3.750.000 untuk tahap pertama, tahap kedua sebanyak
Rp. 7.750.000. Untuk kegiatan sosia, PNPM MP Desa Jatimulyo memiliki kegiatan
unggas bergulir, sarana produksi sari kedelai, penggemukan kambing, beasiswa dan
ternak puyuh. Sedangkan untuk kegiatan lingkungan sendiri, pelaksanaan paving
jalan, pembangunan saluran air, RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), pelaksanaan
kegiatan PKM yang diberikan untuk pelatihan KSM dan pelatihan RT/RW. Tidak
dipungkiri berbagai kegiatan pemberdayaan seperti Tridaya yang dilaksanakan oleh
PNPM MP Jatimulyo tidak akan bisa berjalan mulus tanpa campur tangan dari BKM
Mulyo lestari, BKM Mulyo Lestari adalah sebuah lembaga representatif masyarakat
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yang dibentuk oleh masyarakat yang ada di Jatimulyo. Selain sebagal lembaga yang
merepresentasikan masyarakat, keberadaan BKM juga merupakan syarat untuk
mendapatkan dana bantuan PNPM MP. Rutinitas BKM Mulyo Lestari adalah
menjalankan dan mengelola kegiatan pemberdayaan untuk menanggulangi
kemiskinan di desa/kelurahan dengan acuan program kerja dan PIM yang telah dibuat
sebelumnya berdasarkan pada kebutuhan masyarakat.

Desa inilah yang dijadikan penulis sebagai lokasi penelitian. Pada observasi
awa yang penulis lakukan kelokas pelaksanaan program PNPM MP di Desa
Jatimulyo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, masyarakat sebagal sasaran
dari program lebih berdaya dari sebelumnya. Adanya program Tridaya yaitu daya
ekonomi, lingkungan dan sosial mampu membantu meningkatkan keseahteraan
masyarakat. Selayaknya sebuah program PNPM MP memiliki kesulitan untuk
mempromosikan dan mengelola programnya secara balk, misanya seperti
pelaksanaan termin 1 pada tahun 2008 untuk program lingkungan BKM Mulyo
Lestari harus berusaha keras mengubah pemikiran masyarakat tentang pelarangan
penggambilan/penggunaan bahan baku program lingkungan yang ada di dekat rumah
warga untuk konsums pribadi (masyarakat). Keadaan ini tidak menjadi hambatan
untuk BKM Mulyo Lestari tetap menjalankan program-program PNPM MP. Secara
umum, pelaksanaan program-program PNPM MP di wilayah ini cukup berjalan
lancar dan berhasil.

Menurut keterangan salah satu informan yang peneliti temui saat observas,
yaitu informan C selaku Perangkat desa di Jatimulyo, dalam menyelenggarakan
program PNPM MP ini yaitu BKM Mulyo Lestari pernah mendapatkan penghargaan
tingkat provinsi pada tahun 2010. Dengan didapatnya penghargaan ini membuktikan
bahwa BKM Mulyo Lestari telah teruji. Reward dari penghargaan ini adalah BKM
Mulyo Lestari mendapatkan suntikan dana sebesar 1 Milyard yang boleh digunakan
untuk membiayai programnya. Menurut keterangan informan C, dana tersebut
akhirnya digunakan untuk pembiayaan kegiatan PLPBK. Dalam wawancara observas

dengan informan C, peneliti mendapat informasi bahwa BKM ini memiliki program
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Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM) yang berbentuk pelatihan untuk
masyarakat yang telah terdaftar sebagal KSM seperti pelatihan pengel olaan usaha dan
pembuatan pakan ternak.

Observasi awal yang telah peneliti lakukan menunjukan bahwa BKM Mulyo
Lestari cukup berperan dan berusaha keras menjalankan program-program PNPM
MP. Namun demikian belum diketahui secara jelas bagaimana mereka berperan.
Penelitian ini berfokus pada BKM Mulyo Lestari dikarenakan BKM Mulyo Lestari
adalah salah satu pelaku PNPM MP Jatimulyo yang terpisah dari lembaga agama
maupun lembaga pemerintahan. Jadi bisa dikatakan BKM adalah lembaga yang
mandiri. Pelaku PNPM MP tingkat desa/kelurahan memang bukan hanya BKM tetapi
masih ada Pemdes dan relawan masyarakat, diantara ketiganya BKM adalah yang
paing lengkap yaitu sebaga lembaga/orgaanisasi masyarakat  yang
merepresentasikan masyarakat diwilayahnya, menjalankan fungs manageria dari
organisasi bentukan PNPM MP ditingkat desa’lkelurahan dan sebagal executive
agency.

Menarik untuk diteliti, selain karena program ini adalah kebijakan yang
ditujukan untuk masyarakat miskin di perkotaan, ternyata menurut fasilitator yang
mendampingi PNPM MP Jatimulyo, tingkat partisipas masyarakat Jatimulyo lebih
tinggi dibandingkan wilayah dampingan yang lain, informasi ini peneliti dapatkan
dari wawancara dengan salah satu fasilitator yang mendampingi Jatimulyo yaitu
sebagal berikut:

Informan AN

“Kalau peran partisipasi masyarakat nggih (iya) ditingkatan basis maupun

kelurahan itu cukup bagus di Jatimulyo dibandingkan sebelah. Artinya

masyarakat juga aktif ngoten nggih (begitu yah). Dari segi partisipas
perempuan maupun laki-laki yang terlibat mulai basis sampa ditingkatan
kelurahan”.

Selain itu partisipasi dan respek anggota BKM Mulyo Lestari masih unggul
dibanding wilayah dampingan yang lain. Seperti yang dikatakan informan T berikut:
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Informan T

“Ee partisipasi masyarakat Jatimulyo cukup baik mbak, malah yang tua-tuaitu

jugamasih ikut peduli dan mengabdi (di BKM)”

Hasil studi literarur yang peneliti perolen dari hasil penelitian dari
Muhammad Zulfadli Nasution (2013) dari Fakultas IImu Sosial, Universitas Medan
dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Melalui
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Di Desa Sei
Apung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan”, menggambarkan peran
dari kepaa desa dalam meningkatkan pembangungan diwilayahnya melalui PNPM
Mandiri. Penelitian kedua adalah penelitian dari Erwin Permana (2010) dari Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia dengan judul Evaluasi Program PNPM Mandiri
Perkotaan (Study Kasus di LKM Bina Mulya dan LKM Ratujaya Kecamatan
Pancoranmas Depok). Dalam rekomendasinya menyebutkan bahwa Keberhasilan
implementasi program PNPM Mandiri di suatu kelurahan sangat tergantung pada
kinerja pimpinan kolektif LKM. Sedangkan instituss LKM akan berkembang
mencapa kemandirian tergantung pada sgauhmana kemampuan pimpinan kolektif
secara bersama-sama mengelola institusi LKM secara lebih profesional. Perbedaan
antara LKM dan BKM hanyalah pada penggunaan nama, BKM adalah nama lain
LKM yang digunakan pada saat P2KP dan berubah menjadi LKM saat menjadi
PNPM MP. Maka dari itu, dengan mendasarkan dari latar belakang yang ada, pendliti
tertarik untuk meneliti tentang, “Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
Dalam Program Nasiona Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. (Studi
deskriptif di Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung)”.

Hubungan mengenal Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Daam
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dengan IImu
Kesgahteraan Sosial adalah sangat berkaitan, karena dari segala upaya yang
dilakukan BKM Mulyo Lestari adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
setempat yang dalam hal ini masyarakat masih kurang dari sejahtera dan kekurangan
seperti infrastruktur maupun kebutuhan dasar. BKM Mulyo Lestari bekerja
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membantu kelompok/masyarakat sasaran melalui  serangkaian intervens yang
tertuang kedalam program-program pemberdayaan yang ada di PNPM MP.
Pemberdayaan dan partisipas masyarakat dalam pelaksanaan PNPM MP vyaitu
menempatkan masyarakat sebagai aktor, pengelola dan sebagai penanggung jawab
kegiatan. Kelompok sasaran dalam PNPM MP adalah masyarakat, pemeritah dan
pemangku kepentingan terkait. Bila kita melihat kebelakang, ternyata asal usul
anggota BKM Mulyo Lestari adalah masyarakat sasaran yang juga berhak hidup
segjahtera. Sebagian anggota BKM Mulyo Lestari di desa Jatimulyo juga masih hidup
daam kesulitan. Adi (2007:27), mendefinisikan partisipass masyarakat adalah
keikutsertaan ataupun keterlibatan masyarakat dalam proses pengidentifikasian
masalah, pengidentifikasian potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan
pengambilan keputusan alternative solusi penanganan masalah, pelaksanaan upaya
mengatasi masalah dan juga keteribatan masyarakat dalam proses mengevauasi
perubahan yang terjadi. Dalam penjelesan tersebut tersirat bahwa partisipasi yang
diharapkan adalah bukan hanya sebatas pada kedatangan masyarakat dalam program
tetapi masyarakat diharapkan keikutsertaannya dalam proses identifikasi masalah dan
potens mereka, mampu menangani masalah dan solusinya serta melakukan fungsi
evaluasi.

1.2 Rumusan Masalah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pembentukan BKM
ditujukan sebagai tempat untuk berkomunikasi dan mewujudkan aspirasi warga
ditingkat kelurahan dengan anggota yang berasal dari masyarakat setempat dengan
beberapa persyaratannya. Persyaratan anggota BKM harus dari warga setempat
sasaran program hal ini sesual dengan konsep program PNPM yaitu pembangunan
berkelanjutan berbasis masyarakat.

BKM merupakan sebuah lembaga masyarakat yang penting dan paling
lengkap di antara pelaksana PNPM MP tingkat bawah. Karena BKM adalah sebagai
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lembaga/orgaanisasi masyarakat yang merepresentasikan masyarakat Jatimulyo,
menjalankan fungsi managerial dari organisas PNPM MP ditingkat desa/kelurahan
dan sebagai executive agency. Tanpa adanya BKM maka program PNPM MP tidak
akan berjalan sebagaimana mestinya. Secara umum BKM berperan untuk
mensgjahterakan masyarakat, namun juga harus berperan untuk memampukan
masyarakat dalam mendeteksi kebutuhannya secara tepat, menyatukan warga,
menumbuhkan partisipasi aktif dan inisiatif warga sebagai proses dari pemberdayaan.

Fenomena yang berhasil ditangkap oleh penulis berdasarkan pada observasi
yang telah dilakukan di lokas penelitian menunjukkan bahwa BKM Mulyo Lestari
cukup berusaha keras dan berperan dalam kegiatan PNPM MP. BKM Mulyo Lestari
terdiri dari 13 orang yang semuanya adalah masyarakat setempat dengan komposisi 5
orang wanita dan sisanya adalah laki-laki, mereka bersama-sama menjalankan
program sesuai dengan proker dan PIM yang telah disepakati. Selayaknya sebuah
program PNPM MP memiliki kesulitan untuk mempromosikan dan mengelola
programnya secara baik, misalnya seperti pelaksanaan termin 1 pada tahun 2008
untuk program lingkungan BKM Mulyo Lestari harus berusaha keras mengubah
pemikiran masyarakat tentang pelarangan penggambilan/penggunaan bahan baku
program lingkungan yang ada di dekat rumah warga untuk konsums pribadi
(masyarakat). Keadaan ini tidak menjadi hambatan untuk BKM Mulyo Lestari tetap
menjalankan program-progran PNPM MP. Secara umum, pelaksanaan program-
program PNPM MP di wilayah ini cukup berjalan lancar dan berhasil. Oleh karena
itu perlu diketahui bagaimana usaha BKM Mulyo Lestari dengan perannya dalam
PNPM MP di Jatimulyo.

Dalam penelitian ini, masalah yang diteliti adalah tentang Peran Badan
Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perkotaan, khususnya adalah peran dari BKM Mulyo Lestari
dalam kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di
Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Peran menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemain sandiwara (film), tukang lawak pada
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pemainan makyong, perangkat tingkah yang diharapakan dimiliki oleh orang yang
berkedudukan di masyarakat. Pengertian peran tersebut jika dikaitkan dengan
penelitian ini adalah tugas yang dilaksanakan oleh BKM Mulyo Lestari. Peran yang
dimaksud disini adalah mengorganisasikan masyarakat secara partisipatif, dewan
pengambil keputusan, mempromosikan nilai-nilai [uhur, menumbuhkan berbagai
kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin seperti pemberdayaan ekonomi, sosial dan
lingkugan, mengembangkan jaringan dan mengawasi proses pelaksanaan BLM.

Melihat fenomena yang ada pada latar belakang di atas, maka rumusan
masalah penelitian ini yaitu: “Bagaimana Peran Badan Keswadayaan Masyarakat
(BKM) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan.
(Studi deskriptif di Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung)?”.

Berpijak dari rumusan masalah tersebut fokus penelitian yang menjadi
pembatas agar penelitian yang dilakukan tidak meluas atau melenceng dari tujuan
awal pendlitian ini antaralain adalah Penelitian ini hanya berfokus pada BKM Mulyo
Lestari periode tahun 2012/2013.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan
Dari penjelasan dalam latar belakang diatas maka penelitian ini bertujuan
untuk:
“Mendeskripsikan tentang Peran yang dilakukan Badan Keswadayaan
Masyarakat (BKM) dalam Program Nasiona Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perkotaan yang ada di Desa Jatimulyo Kecamatan Kauman,

Kabupaten Tulungagung”.
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1.3.2 Manfaat

1. Dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah kajian
dalam IImu Kesgahteraan Sosial dalam ha Peran yang dilakukan
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Program Nasiona
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan.

2. Dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terutama tentang
Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Program
Nasiona Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan.

3. Pendlitian ini berguna sebagai bahan informasi dan kaian bagi
lembaga khususnya tentang Peran Badan Keswadayaan Masyarakat
(BKM) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perkotaan.
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiaah, seorang peneliti harus mempunyai
konsep dasar yang dipergunakan dalam suatu kerangka penelitian. Dan berdasarkan
pemikiran untuk merancang jalannya proses penelitian serta menerangkan fenomena
lainnya yang menjadi pusat perhatian. Landasan teori merupakan kerangka dasar
yang dapat digunakan dalam berfikir manusia untuk melakukan suatu aktifitas,
khususnya dalam pemecahan masalah. Adanya landasan teori ini  merupakan ciri
bahwa penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Teori-teori
tersebut menjadi kerangka berpikir dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian,
yaitu “Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. (Studi Deskriptif di Desa Jatimulyo
Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)”. Terkait dengan penelitian ini maka
konsep yang akan dibahas adalah:

2.1 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM
MP)

PNPM MP adalah salah satu program pemerintah yang diterapkan di negeri
ini. Memiliki sebuah tujuan yaitu mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan
akses masyarakat miskin terhadap perumahan dan pemukiman di Perkotaan
khususnya Kelurahan atau desa yang menjadi peserta program, PNPM akan
menampung dan merealisaikan segala aspirasi masyarakat serta kebutuhannya. Selain
itu, mereka menggunakan partisipas aktif masyarakat peserta program untuk
menjalankan program-programnya. Program ini berorientasi membangun pondasi
masyarakat berdaya dengan sejumlah intervensi pada perubahan sikap atau perilaku
atau cara pandang masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai universal. Tahap
selanjutnya adalah membangun transformasi menuju masyarakat mandiri sebagi
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oreintasinya. Dengan intervensi-intervensi seperti pembelgaran kemitraan dan sinergi
antara pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli setempat degan berbagai pihak.
Selain itu, juga terdapat transformasi kondisi sosial dengan tujuan mengembangkan
kualitas lingkungan pemukiman yang berkalanjutan. Sebagai bagian dari PNPM
Mandiri maka tujuan, prinsip dan pendekatan yang ditetapkan dalam pnpm mandiri
juga menjadi tujuan, prinsip dan pendekatan PNPM MP. Saat ini pelaksanaan PNPM
MP telah membangun kelembagaan masyarakat lebih dari 11 ribu BKM/LKM yang
tersebar di 1.153 kecamatan di 268 kota/kabupaten, telah memunculkan lebih dari
600 ribuan relawan dari masyarakat setempat, serta lebih dari 22 juta orang
pemanfaat (penduduk miskin), melalui 860 ribu kelompok swadaya masyakat (KSM).
(Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, 2012:6).

2.2 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Dilokasi-lokas dimana P2KP dan PNPM telah bekerja, maka dilokasi tersebut
sudah terbentuk BKM sebagal dewan amanah atau pimpinan kolektif himpunan
masyarakat warga setempat (kelurahan/desa). BKM ini bertanggungjawab menjamin
keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang
kondusif untuk pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penanggulangan
kemiskinan khususnya dan pembangunan masyarakat kel urahan/desa pada umumnya.
(Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, 2012:81) BKM/LKM merupakan
aternatif pilihan bagi warga masyarakat, sebagai lembaga yang menjadi motor
penggerak dalam  penanggulangan kemiskinan seperti yang dibutuhkan oleh
masyarakat. Karenanya BKM/LKM sebagai dewan pimpinan kolektif adalah milik
seluruh penduduk kelurahan yang bersangkutan. (Departemen Pekerjaan Umum,
Tanpa Tahun). Terbentuknya BKM merupakan kesadaran  masyarakat akan
masal ahnya dan merupakan salah satu tahapan siklus awal PNPM MP yang disiapkan
untuk menjadi sebuah lembaga yang representatif dan mengakar di masyarakat.
Dengan adanya lembaga ini di harapkan tujuan PNPM MP untuk menanggulangi
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kemiskinan dengan berbagai intervensi program-program pemberdayaannya akan
tercapai. Sebaga sebuah lembaga BKM berada diluar lembaga desa atau pemerintah,
militer maupun agama. Saat ini BKM dipimpin oleh seorang pemimpin kolektif untuk
memudahkan arah koordinasi. Anggota BKM merupakan mayarakat lokal yang
membantu menjalankan kegiatan PNPM MP di wilayah tersebut dimana semua
anggota BKM dipilih melalui tahapan pemilu yang demokratis dari tingkatan RT,
RW, dusun dan kelurahan. Tidak ada persyaratan khusus untuk menjadi anggota
BKM, kriterianya adalah jujur, amanah, dapat dipercaya, punya kepedulian terhadap
orang miskin. Pada dasarya BKM/LKM adalah lembaga pimpinan kolektif suatu
masyarakat warga penduduk kelurahan/desa dengan fungsi utama mengendalikan
atau mengemudikan (steering) kegiatan penanggulangan kemiskinan dikelurahan
tersebut. Jadi harus mampu menjaga posisi pada fungsi kontrol dan fasilitasi serta
tidak terlibat dengan kegiatan praktis — pelaksanaan (rowing) karena akan mudah
terperangkap pada situasi konflik kepentingan (Departemen Pekerjaan Umum, Tanpa
Tahun). BKM memiliki beberapa peran, diantaranya adalah sebagai berikut:

2.21 Mengorganisasikan Warga Secar a Partisipatif

Salah satu peran BKM adalah mengorganisasikan masyarakat secara
partisipatif untuk menurumusakan program-program jangka menengah PNPM MP.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan pencairan dana bantuan langsung masyarakat (BLM)
sebagai dana untuk pembiayaan program-program Yyang telah disepakati.
Mengorganisasikan atau organizing sendiri dalam kegiatan ini dilakukan dengan
mengumpulkan masyarakat ke dalam suatu forum, kemudian di dalam forum inilah
kegiatan mengumpulkan pendapat dan kebutuhan terutama masyarakat miskin di gali,
dilakukan survei dan selanjutnya dikategorikan kebutuhan prioritas. Dalam kegiatan
ini patisipas masyarakat bailk secara individu maupun secara kolektif sangat
dibutuhkan. Menurut KBBI online (http://kbbi.web.id/organisasi diakses pada tanggal

15 September 2014) mengorganisasi adalah mengatur dan menyusun bagian (orang
dsb) sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur. Lebih lanjut Ross
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Murray (2000) menjelaskan pengorganisasian masyarakat adalah Suatu proses
dimana masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan - kebutuhan dan menentukan
prioritas dari kebutuhan - kebutuhan tersebut, dan mengembangkan keyakinan untuk
berusaha memenuhi kebutuhan - kebutuhan sesuai dengan skala prioritas berdasarkan
atas sumber - sumber yang ada dalam masyarakat sendiri maupun yang berasal dari
luar dengan usaha secara gotong royong. Bila dilihat dari beberapa penjelasan di atas
maka pengorganisasian masayarakat yang dilakukan BKM mengarah pada kegiatan
untuk menyadarkan, mendorong dan memfasilitas masyarakat untuk menjadi mandiri

dalam mengel ola masal ah beserta solusi atau jalan keluarnya.

2.2.2 Dewan Pengambilan Keputusan

Dalam sumber online (http://www.psikologizone.com/decision-making-
pengambilan-keputusan/06511842 diakses pada tanggal 15 September 2014)
mengatakan pengambilan keputusan (decision making) dapat diartikan sebagai

sebuah proses dimana anggota organisass memilih mengambil tindakan tertentu
sebagai respon terhadap peluang atau masalah yang dihadapi. Selanjutnya Beach &
Connolly, 2005 (dalam Moordiningsih Jurnal Psikologi Volume 33, No 2,1 — 15)
mengatakan bahwa Pengambilan keputusan merupakan bagian dari suatu peristiwa
yang meliputi diagnosa, seleks tindakan dan implementasi. William R. Dill (dalam
National Society For The Sudy Of Education halaman 201) dalam glossary of
administration pembuatan keputusan (decison making) didefinisikan sebagai: “a
process in which choicers are made to change (or leave unchanged) an existing
condition, to select a course of action most appropriate to achieving a desired
objective, and to minimize risks, uncertainty, and resource expenditures in pursuing
the objective, (suatu proses dalam mana pilihan-pilihan dibuat untuk mengubah
(atau tidak mengubah suatu kondisi yang ada, memilih serangkaian tindakan
yang paling tepat untuk mencari suatu tujuan yang diinginkan, dan untuk

mengurangi resiko-resiko, ketidakpastian dan pengeluaran sumber-sumber dalam
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rangka mengegiar tujuan). Pengambilan pilihan sesuatu alternatif dari berbagai
aternatif yang bersaing mengena sesuatu hal dan selesal.

Dari beberapa penjelasan diatas mengenai pengambilan keputusan maka
pengambilan keputusan adalah suatu kegiatan yang sengagja diambil dan dipilih
berdasarakan pada alternatif berbagai pertimbangan sekaligus pertentangan secara
sadar akan baik dan buruknya suatu keadaan untuk mencapai tujuan bersama.
Pengambilan keputusan daam BKM pada dasarnya dilakukan berdasarkan
musyawarah mufakat yang biasa dilakukan secara langsung. Musyawarah mufakat
adalah suatu perundingan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memecahkan
sekaligus menghasilkan sebuah kesepakatan bersama. Dalam proses musyawarah ini
dibutuhkan komunikasi yang baik agar proses musyawarah dapat berjalan.

2.2.3 Mempromoskan dan Menegakkan Nilai-nilai Luhur (Jujur, Adil,

Transparan, Demokr atis)

Mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai luhur (jujur, adil, transparan,
demokratis dsb) dalam setiap keputusan yang diambil dan kegiatan pembangunan
yang dilaksanakan (Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, 2012:81).
Mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai luhur merupakan bagian dari upaya
menyebarkan dan mendidik masyarakat untuk menjadi karakter yang baik. BKM
dituntut untuk dapat melaksanakan dan memberikan contoh nyata di masyarakat
melalui penerapan nilai-nilai luhur tersebut kedalam dirinya baik saat menjalankan
program maupun dalam keseharian. Selain itu secara tidak langsung kegiatan ini juga
mendidik lembaga setempat seperti pemerintah desa untuk mampu melakukan hal
serupa karena selain masyarakat pemerintah desa adalah mitra abadi BKM. Dalam
KBBI online (diakses pada tanggal 15 September 2014) menyebutkan bahwa jujur
adalah tidak bohong, lurus hati, dapat dipercaya kata-katanya, tidak khianat. Suatu
perbuatan dapat dikatakan jujur jika sesuai dengan kebenaran. Albert Hendra Wijaya,
2008 (dalam http://www.unja.ac.id/fkip/index.php/kehidupankampus/opini-

danartikel/117-penanaman-nilai-nilai-kejujuran diakses pada tanggal 17 September
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2014) menyebutkan bahwa “Jujur” jika diartikan secara baku adalah mengakui,
berkata atau memberikan suatu informasi yang sesual dengan kenyataan dan
kebenaran. Masih daam sumber yang sama, Esmoda, 2013 (dalam
http://www.unja.ac.id/fkip/index.php/kehi dupankampus/opinidanartikel /117-

penanaman-nilai-nilai-kejujuran  diakses pada tanggal 17 September 2014),

mengatakan bahwa Jujur adalah suatu karakter yang berarti berani menyatakan
keyakinan pribadi, menunjukkan sigpa dirinya. Selain jujur, masih ada adil,
transparan dan demokrasi juga menjadi sikap yang di harapkan dalam pelaksanaan
PNPM MP. Dengan berlaku adil dan demokratis diharapkan akan menghasilkan
keadilan (equity) di masyarakat. Keadilan ini akan bermanfaat dan dibutuhkan
penggunaanya seperti saat dilaksanakan forum warga atau rembuk warga, dimana
BKM sebagai pemimpin kolektif dituntut untuk mengatur jalannya forum sekaligus
berlaku adil dengan menyamaratakan kedudukan masyarakat tanpa memandang
gender maupun status sosial dalam menyampaikan aspirasi di forum tersebut karena
tidak dipungkiri dalam proses ini akan terjadi benturan kepentingan sesama
masyarakat desa. Penegakan nilai keadilan yang dilakukan BKM sesuai dengan salah
satu karakteristik good governance dari United Nation Development Program
(UNDP) yaitu prinsip berkeadilan (equity) yang berbunyi semua warga negara, baik
laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau
menjaga kesgjahteraan mereka. Dalam Darmodiharjo (2006:161), Rawls berpendapat
perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama.
Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan
keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar. Keadilan dalam PNPM
MP belum berhenti disini tetapi juga dalam keadilan masyarakat untuk mendapat
informasi yang aktual berupa laporan-laporan kegiatan maupun keuangan. Hal ini
terwujud jika BKM melaksanakan fungs transpansi dalam lembaganya, transparansi
biasanya berhubungan erat dengan masalah pengelolaan keuangan suatu lembaga.
Menurut Ratminto dan Winarsih (2005:19) bahwa transparansi dalam
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penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses
oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti.

Mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai luhur dalam BKM untuk
meningkatkan kepercayaan, menguatkan ikatan dan kerjasama di antara mitra yaitu
BKM dan masyarakat. Lebih dari itu dengan melandaskan prinsip ini akan mendidik
BKM untuk lebih meningkatkan perannya khususnya untuk tidak bertindak sendiri
sebagal kumpulan orang yang paling mengetahui dan mengerti dalam membuat
keputusan terkait program-program yang beredar dimasyarakat tanpa melihat dan
mendengar aspirasi masyarakat dengan mengingat kembali fungsi utama keberadaan
BKM adalah sebagai steering kegiatan PNPM MP.

2.24 Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Menurut Suharto (2005:59), Pemberdayaan adalah suatu proses dan tujuan.
Sebagal proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat
kekukasaan atau keberdayaan suatu kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk
individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagal tujuan, maka
pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah
perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau
mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik
yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosia seperti memiliki kepercayaan diri, mampu
menyampaikan aspirasi, mempunya mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan
sosia dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Konsep
pemberdayaan (empowerment) dalam wacana pembangunan masyarakat selau
dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Payne
menjelaskan (dalam Fahrudin, 2011) mengemukakan bahwa suatu proses
pemberdayaan pada intinya bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh daya
untuk mengambil keptusan dan menentukan tindakan yang dilakukan masyarakat
melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya
yang dimiliki masyarakat, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan.
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Sedangkan menurut Mardikanto dan Soebiato (2012:30), pemberdayaan merupakan
upaya yang dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa dukungan dari pihak luar,
untuk memperbaiki kehidupan yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui
upaya optimasi daya serta peningkatan posisi-tawar yang dimiliki, dengan kata lain
pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagal modal utama serta
menghindari rekaya pihak luar yang seringkali mematikan kemandirian masyarakat
setempat.

Dari beberapa definisi diatas dapat dismpulkan bahwa pemberdayaan
masyarakat adalah suatu usaha yang memiliki proses dan tujuan menguatkan
kekuasaan dan keberdayaan kelompok atau masyarakat lemah agar mampu
mendapatkan akses pada kebutuhan dasar, ekonomi, politik dan berpartisipasi di
dalam pembangunan diri mereka. Sehingga tercapai kehidupan yang mandiri.
Pemberdayaan yang dilakukan oleh PNPM MP dilakukan melalui berbagai kegiatan

yang terangkum dalam program Tridaya yaitu daya ekonomi, sosial dan lingungan.

2.25 Mengembangkan Jaringan

Suatu pekerjaan akan lebih cepat jika dikerjakan secara bersama-sama, begitu
juga dalam PNPM MP memerlukan pihak lain untuk mempercepat dan membantu
agar programnya bisa berjalan. Mengembangkan jaringan atau dikenal dengan istilah
channeling dalam PNPM MP merupakan salah satu kegiatan BKM untuk
mengkondisikan agar BKM mampu mencukupi dirinya dengan bantuan pihak luar
dalam bentuk bantuan atau kerjasama. Pelaksanaan program channeling merupakan
salah satu bukti kemandirian dalam BKM. Dalam hal channeling ini BKM bisa
melakukan kerja sama baik dengan pihak pemerintah maupun swasta.
Menurut Sargent (dalam Santoso, 1999). Kerjasama merupakan suatu usaha
terkoordinas yang diarahkan menuju suatu tujuan. Walker (1992) menjelaskan
bahwa kerjasama dalam bekerja ditujukan untuk mencapai keberhasilan dengan tidak

mendasarkan pada kepentingan pribadi tetapi lebih utama untuk kepeningan bersama
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menyamakan kepentingan dengan yang lain yang bersifat kepercayaan mutualistik

dengan tujuan akhir kerjasama yang efektif.

2.2.6 Mengawas Proses Pelaksanaan BLM

Astuti (2003:162) menjelaskan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan
yang dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan suatu kegiatan. Jadi kegiatan
monitoring ini dilakukan untuk meneliti atau memantau secara terus-menerus untuk
melihat hasil nyata dari perencanaan yang telah dilakukan untuk proses evaluasi.
Sementara evaluas sendiri adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menilai
pekerjaan, manfaat, dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

Salah satu peran BKM adalah melaksanakan fungsi Pengawasan. Pengawasan
yang dilakukan BKM adalah sebaga upaya pertanggungjawaban BKM sebagali
pelaksana kegiatan PNPM MP. pengawasan ini dilakukan secara rutin dan periodik
oleh BKM vyang disusun secara transparan, hasil dari kegiatan ini berbentuk

berbentuk |aporan yang dapat di lihat oleh masyarakat |uas.

2.3 Peran Pekerja Sosial

Pekerja sosial adalah sebuah profesi dimana secara profesonal seseorang
dibidang ini harus membantu menciptakan keberfungsian sosia kliennya yang berasal
dari individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat. Menurut Zastrow,
bahwa Pekerjan sosia adalah aktivitas profesional untuk membantu individu,
kelompok atau komunitas guna meningkatkan atau memperbaiki kapasitasnya untuk
berfungsi sosial dan menciptakan kondis masyarakat guna mencapai tujuan
tujuannya (Suharto, 2009:24). Spergel, Zastrow, dalam Adi (2003:89) menjelaskan
bahwa peran pekerja sosial adalah sebagai:

a. Pemercepat perubahan (enabler)
Peran enabler adalah membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan
kebutuhan  mereka; mengidentifikaskan  masalah  mereka;  dan
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mengembangkan kapasitas mereka agar dapat menangani masalah yang
mereka hadapi secaralebih efektif

. Perantara (broker)

Peran broker adalah menghubungkan individu ataupun kelompok dalam
masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun layanan masyarakat
(community services), tetapi tidak tahu di mana dan bagaimana mendapatkan
bantuan tersebut dengan lembaga yang menyediakan layanan masyarakat
Pendidik (educator)

Peran sebagal pendidik memprasyaratkan community worker mempunyai
kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan jelas, serta mudah
ditangkap oleh komunitas yang menjadi sasaran perubahan

. Tenagaahli (expert)

Peran sebagai expert memprasyaratkan adanya kemampuan untuk dapat
memberikan masukan, saran, dan dukungan informasi dalam berbagal area
Perencana sosial (social planner)

Peran perancana sosia membutuhkan kemampuan pelaku perubahan dalam
mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang terdapat dalam komunitas,
menganalisis, dan menygjikan alternative tindakan yang rasional untuk
menangani masalah tersebut

Advokat (advocate)

Peran sebagal advokat mendorong pelaku perubahan untuk menjalankan
fungs advokas atau pembelaan yang mewakili kelompok masyarakat yang
membutuhkan suatu bantuan ataupun layanan, tetapi institsi yang seharusnya
memberikan bantuan ataupun layanan tersebut tidak memberikan antuan
ataupun layanan tersebut tidak memedulikan (bersifat negative ataupun
menolak tuntutan warga)

. Aktifis (activist)

Sebagal aktivis menuntut pelaku perubahan untuk melakukan perubahan
institusional yang lebih mendasar dan sering kali tujuannya adalah pengalihan
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sumber daya ataupun kekuasaan (power) pada kelompok yang kurang
mendapatkan keuntungan (disadvantaged group), yang dianggap sebagai
korban.

Sementara menurut Zastrow dalam Hariyanto (2011:41) bahwa terdapat 13

peran pekerja sosia dalam melaksanakan tugas dang tanggung jawabnya diantaranya:

a

Enabler. Dalam hal ini pekerja sosial membantu individu dan kelompok untuk
mengartikulasikan  kebutuhan, mengidentifikass masalah klien dan
mengembangkan kapasitas klien untuk memahami masal ah.

Broker. Menghubungkan individu atau kelompok dalam masyarakat yang
membutuhkan bantuan atau layanan masyarakat tetapi tidak tahu bagaimana
dan dimana mendapatkan bantuan tersebut.

Advocate. Disini pekerja sosid (peksos) melakukan pembelaan dan
keberpihakan terhadap klien atau penyandan masalah kesgahteraan sosial
secara aktif dan terarah.

Empowerer. Peksos membantu klien mengembangkan kapasitas serta
memahami lingkungan untuk membut pilihan, mengambil tanggung jawab
atas pilihan dan pengaruhnyaterhadap situasi kehidupan klien.

Activist. Peksos melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar yang
tujuannya untuk mengalihkan sumber daya atau kekuasaan terhadap
kelompok yang kurang beruntung, dengan menstimulas kelompok yang
kurang beruntung untuk mengorganisir diri dan melakukan tindakan melawan
struktur kekuasaan yang ada. Baik melalui konflik, konfrontasi, atau
negosiasi.

Mediator. Membantu mendamaikan atau mencapai kesepakatan yang saling
memuaskan dan menguntungkan.

Negosiator. Disini peksos masuk dalam konflik dan berusaha untuk
melakukan tawar-menawar dan kompromi untuk mencapa kesepakatan
bersama untuk di terima. Berbeda dengan mediator yang lebih menduduki

posisi netral.
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h. Educator. Peksos berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif
dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya ser